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ABSTRAK

Meskipun Indonesia menghadapi tantangan dalam pengembangan dan
pemanfaatan teknologi informasi, negara ini juga menghadapi risiko kejahatan,
seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Salah satu bentuk tindak pidana yang
sering terjadi dalam transaksi perdagangan adalah penyalahgunaan kartu kredit.
Kartu kredit, diterbitkan oleh lembaga perbankan, memungkinkan pemegangnya
untuk melakukan pembelian barang secara kredit. Sebagai alat pembayaran, kartu
kredit, yang terbuat dari plastik dan mencakup informasi seperti nama, nomor
keanggotaan, dan tanda tangan pemegangnya, menjadi opsi pembayaran yang dapat
menggantikan metode sah lainnya, seperti uang kertas, uang logam, cek, dan giro.

Lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana
perspektif yuridis dan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit
berdasarkan hukum pidana. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil
penelitian empiris serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kasus penipuan dengan kartu kredit semakin ramai, kasus ini sering disebut
sebagai carding. Belum adanya regulasi hukum yang dapat menjerat pelaku
kejahatan perbankan mengakibatkan hakim masih bergantung pada aturan lama,
yaitu KUHP. Penegakan hukum di sektor perbankan melibatkan sejumlah isu,
termasuk regulasi terkait teknologi informasi, kemampuan aparat penegak hukum,
kesadaran hukum masyarakat, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan
penegakan hukum, terutama dalam menilai tanggung jawab pidana para pelaku
kejahatan. Di bidang perkreditan, tindak pidana melibatkan penipuan (Pasal 378
KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP), juga tunduk pada
ketentuan dalam Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Kata kunci: Hukum Pidana Kartu Kredit, Penyalahgunaan.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai
panglima (supremasi hukum) hal mana tentunya didasari pemikiran untuk
mencapai tujuan bernegara yang pada pokoknya adalah melindungi seluruh
warga Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memberikan
pendidikan kepada masyarakat, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban
dunia merupakan misi utama Negara Indonesia. Salah satu instrumen
hukum yang diterapkan untuk secara langsung mendukung tujuan ini adalah
hukum pidana, yang dirancang untuk menjaga kepentingan publik dan
menciptakan kondisi yang mendukung dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara'.

Menurut sejumlah pandangan, dalam pelaksanaan fungsinya, hukum
pidana sering dianggap sebagai sistem hukum yang diciptakan dengan
tujuan untuk menciptakan efek jera sehingga masyarakat atau individu
tertentu tidak tergoda untuk melakukan tindak kejahatan. Baik ditujukan
kepada publik maupun individu yang bersangkutan, hukum pidana juga
dianggap oleh beberapa pihak sebagai sarana untuk memberikan pembinaan
atau perbaikan kepada mereka yang telah terlibat dalam tindak kejahatan,

' Nyoman Triananda Prayoga, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan

Hukum Nasabah Kartu Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Jurnal
Preferensi Hukum. Vol. 2, No. 1 —Februari 2021, Hal. 145-149



